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ABSTRAK 

Pemaknaan Perjanjian Lainnya Dalam Perjanjian 

Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-

XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan. Putusan tersebut menimbulkan 

problematika hukum pada tataran implementasinya. Bahkan mengubah 

kerangka dan sistematika pengaturan perjanjian perkawinan.  

Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai ratio decidendi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU XIII/2015 tahun 2015 serta 

substansi perjanjian lainnya dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode Penelitian yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum normatif, sedangkan 

pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. 

Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa Ratio decidendi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PU-Xlll/2015 terkait substansi 

perjanjian perkawinan tersebut tidak begitu jelas. Putusan a quo sekadar 

mempertimbangkan pengaturan perjanjian perkawinan sebagaimana 

dalam Hukum Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperluas 

makna dan materi dalam perjanjian perkawinan. Substansi dari perjanjian 

perkawinan, kini dapat dimaknai bahwa tidak hanya mengatur mengenai 

harta benda dalam perkawinan, tetapi dapat pula mengenai perjanjian 

lainnya termasuk hak dan kewajiban suami dan istri, berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak. Meski semestinya perjanjian perkawinan hanya 

mengatur mengenai harta benda perkawinan saja, Sebab terkait hak dan 

kewajiban suami istri telah diatur pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 

Undang- Undang Perkawinan, yang sifatnya memaksa (dwingend recht). 

Sehingga mengenai hak dan kewajiban suami istri, tidak dapat 

menyimpangi dari aturan dalam pasal tersebut. Apabila didalam suatu 

perjanjian perkawinan substansinya adalah mengenai hak dan kewajiban 

suami istri, seperti yang menjadi penafsiran terhadap frasa “perjanjian 

lainnya” oleh Mahkamah Konstitusi, maka perjanjian yang demikian 

tidak dapat ditegakkan apabila suami atau istri tidak melaksanakan hak 

dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut. 

 

Kata kunci : perkawinan,harta benda perkawinan, perjanjian perkawinan. 

 

 



 

ABSTRACT 

The Interpretation Of Other Agreements In Marriage 

Agreements After The Decision Of The Constitutional Court 

Number 69/PUU-XIII/2015 Of 2015 

   Based on the Decision of Constitutional Court Number 69/PUU-

XIII/2015 concerning Marriage Agreement, raises some issues. Even 

changing the framework and systematics of marriage agreement 

arrangements. 

   This research examines further the ratio decidendi of the 

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 as well as the 

substance of other agreements in the marriage agreement after the 

Constitutional Court Ruling. The research method used in the writing of 

this thesis is normative legal research conducted by examining literature 

or secondary legal materials while the problem approach is carried out 

using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. 

   The results of the research showed that the ratio decidendi of the 

Constitutional Court Decision Number 69/PUU-Xlll/2015 related to the 

substance of the marriage agreement is not so profound or clear. The 

ruling a quo simply considers the arrangement of marriage agreements 

as in Islamic Law. The decision of the Constitutional Court has expanded 

the meaning and material in the marriage agreement. Based on the ruling, 

substances of marriage agreement can be interpreted that the marriage 

agreement not only regulates the property in the marriage,but also can 

invovled other agreement including the rights and obligations of husband 

and wife, based on the principle freedom of contract. Although, the 

marriage agreement should be regulates only about the property of 

marriage. Because related rights and obligations of husband and wife 

have been stipulated in Article 30 to Article 34 of the Law Number 1 of 

1974 on Marriage (Marriage Law), which is including in the dwingend 

recht. So that regarding the rights and obligations of the husband and 

wife, can not deviate from the rules in the Marriage Law. If in a marriage 

agreement the substance is about the rights and obligations of the 

husband and wife, as the interpretation of the phrase "other agreements" 

by the Constitutional Court, then such agreements cannot be enforced if 

the husband or wife does not carry out the rights and obligations stated 

in the marriage agreement. 

 

Keywords: marriage, marital property, marriage aggreement. 

 



 

RINGKASAN 

PEMAKNAAN PERJANJIAN LAINNYA DALAM 

PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 

TAHUN 2015 

 

Penulis membagi menjadi empat bagian ini dalam teis ini sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan merupakan uraian latar belakang pemikiran dasar dari 

peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu 

hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan kedalam 

rumusan masalah. Dari rumusan masalah timbul tujuan dari penelitian yang 

manfaat penelitian tersebut akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan 

kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang 

digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. 

Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari 

penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. 

BAB II merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu 

menganalisis mengenai ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

69/PUU-XIII/2015 tahun 2015. Ratio decidendi dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut adalah mengikuti pengaturan 

perjanjian perkawinan didalam Hukum Islam.  Yang termaktub dalam Pasal 45 

dan Pasal 46 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 

BAB III merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yaitu 

menganalisis substansi perjanjian lainnya dalam perjanjian perkawinan pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU - XIII/2015 tahun 2015.  Dalam 

hal ini Putusan tersebut menimbulkan problematika baru sebab telah 

memperluas makna dan materi dalam Perjanjian Perkawinan.  Tanpa 

disebutkannya batasan-batasan yang jelas terkait frasa perjanjian lainnya dalam 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU - XIII/2015 tahun 2015 tersebut 



 

dapat dimaknai bahwa saat ini perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur 

mengenai harta benda dalam perkawinan, tetapi dapat pula mengenai 

perjanjian lainnya termasuk hak dan kewajiban suami istri, berdasarkan asas 

kebebasan berkontrak.  Meskipun seyogyanya substansi perjanjian perkawinan 

tetap harus mengatur mengenai harta benda perkawinan saja.  Sebab terkait hak 

dan kewajiban didalam perkawinan, semata-mata tunduk pada Undang - 

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

BAB IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan untuk 

semua permasalahan yang dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga, 

pembahasan tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang akan disusun 

secara sistematika dan obyektif, sehingga akan dapatkan sebuah konklusif yang 

utuh, singkat, padat dan pada akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran 

pada hasil-hasil kesimpulan yang ada. 
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